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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena
berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah Il
Tahun 2024 dapat disusun, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan
sasaran Inspektorat Wilayah Il selama Tahun 2024, untuk selanjutnya mejadi bahan
masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

Semoga Laporan Capaian Kinerja ini dapat memberikan manfaat dalam
penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat
sesuai sasaran strategis Inspekorat Wilayah Il yaitu memberi nilai tambah dan

meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, 15 Januari 2025

gl anto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP 19790627 200501 1 009



DAFTAR ISI

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.15 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Oleh karena itu fungsi
Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis,
terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan

praktek tindak pidana korupsi.

Tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (good
governance) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan profesional
yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun sebuah media
pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LK]j) Inspektorat
Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat

dipergunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja.

Laporan kinerja Inspektorat Wilayah |l disusun sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
Wilayah Il selama Tahun 2024 yang merupakan awal dari Renstra Inspektorat
Wilayah 1l Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, Laporan Kinerja
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara
transparan dan aktual. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara
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pemerintah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang
terintegrasi dengan laporan keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Il pada Tahun 2024 sesuai
arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan
informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan
penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja dan sasaran selama Tahun 2024. Berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang
menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan
strategi tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Wilayah Il adalah penyelenggaraan
pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di

lingkup Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
Nomor P.15 Tahun 2021, Inspektorat Wilayah Il tugas pokok melaksanakan
pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana
alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran



Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditien PDASRH), Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan (Ditien PSKL), Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Pusat
Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3E Jawa) dan Pusat
Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara (P3E Balinusra)
serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Provinsi Banten,
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
D.l.Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan fungsi Inspektorat Wilayah Il adalah sebagai berikut :

a. penyusunan rencana pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan
lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;

b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan
pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk
Menteri;

c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya,
serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;

d. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan
dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi
khusus; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan
pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.



E. Struktur Organisasi

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Wilayah |l dapat disajikan

sebagaimana Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah Il

INSPEKTUR WILAYAH II
Joko Yunianto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.

Kepala Sub Bagian TU Wilayah II
Uli Arriyani, S.Hut., M.Si., QIA.

L 2
v v v v
Pramusaji dan BMN

N\
Pengolah Data Analis Duk. Pengawasan
Sugeng Priyanto Andika D Ramadhani, S.E. Sumanta
J
\ ( Koordinator Il \ / Koordinator Il \

Dr. Evi Oktiana, S.E., M.Si., QIA. Indra Saputra, S.Hut.,M.Si.,QIA

Juru Mudi
Maryadi

Pranata Humas
Ahli Pertama

Analis Kebijakan
Ahli Pertama

e

Koordinator |
Leandro Amaral, S.T.

1. Pairan, S.Sos., M.Ak. 1. Haposan Simbolon, S Hut,, 1. Hotmaria Manik, S.E., M.Si., Shindy Haquesta, S.Hut. Vania Ditria, S.lkom
2. Taufik Muhamadsyah, M.IL. QGIA. QGIA.
S.Hut, QGIA 2. Eru Feriana, S.Hut 2. Jimmy Hartono J
3 ;U:atQU:nA'\i"‘gGw‘xgmha- 3. Tiska Febrianti Kawai, S.H., CGAE.
i .

3 . S.Sos., QIA. 3. Okky Rizkiya Mufti, A.Md.
4. Dhimas Pekik Raharjo, S.E 4. Ari Saptarno, S.E. 4. Sindi Nursiamdini, S.Hut.
5. Juliati, S.Sos. 5. Yanie Sugianto, S.E., QGIA 5. Agus Ramdhan SE
6. Dwi Wahyu Permana, A.Md 6. Najihatur Rejki, S.Si., M.Si., 6. Maria Yuli Yanti AMd
7. Firdasafa Amalia, A Md.Ak. QGIA. 7 Jordan Erikson,‘A,Md Ak

~N

Moden Parlunduan Sinurat,
S.Kom.

Siti Nurul Hayati, A.Md.

Fitri Nurjanah, A.Md.

10. Hikmawan Ashari, A.Md.Ak.

© o

Wilayah Kerja:
¢ Ditjen PDASRH
¢ Prov. DK Jakarta
¢ Prov. Jawa Barat

/ Kprov NTT

Wilayah Kerja:
« Ditien PSKL
¢ Prov. Banten
e Prov. Jawa Timur

&Prov. Bali, NTB

Wilayah Kerja:
* BP2SDM
* Prov. Jawa Tengah
* Prov. D.l.Yogyakarta

J




F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024 Inspektorat
Wilayah Il didukung oleh 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 orang Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dengan sebaran pegawai di setiap

unit kerja sebagai berikut:
Tabel 1. Sebaran Pegawai pada Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024

No. — —  NamaJabatan _ Jumiah_
1.  Pejabat Struktural Eselon Il s.d IV 2
a. Inspektur Wilayah |l 1
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1
2.  Jabatan Pelaksana 3
a. Analis Dukungan Pengawasan 2
b. Pengolah Data Kepegawaian dan Tata Persuratan 1
3.  Jabatan Fungsional Auditor 26

a. Auditor Ahli Madya 4
b. Auditor Ahli Muda 6
c. Auditor Ahli Pertama 8
d. Auditor Penyelia 1
e. Auditor Mahir 1
f. Auditor Pelaksana 2
g. Auditor Terampil 4
Jumlah PNS 31
4. PPPK
a. Pranata Humas Ahli Pertama 1
b. Analis Kebijakan Ahli Pertama 1
Jumlah PPPK 2
5. PPNPN
a. Pramu Saji 1
b.  Pengemudi 1
Jumlah PPNPN 2
Total (PNS+PPPK+PPNPN) 35
Tabel 2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Inpektorat Wilayah Il
Tahun 2024
No Tingkat Jumlah
Pendidikan
1. Doktoral (S-3) 1 Orang
2. | Magister (S-2) 7 Orang
3. Sarjana (S-1) 16 Orang



4.  Sarjana Muda (D-III) 8 Orang

5. SMA/SMK 2 Orang
6. SMP 1 Orang
Jumlah 35 Orang

G. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-
029.02.1.426860/2024 tanggal 12 November 2023 kode Digital Stamp:
DS:7150-4674-0892-4217 Inspektorat Wilayah Il mendapat alokasi anggaran
Tahun 2024 sebesar Rp5.004.894.000,00, kemudian alokasi anggaran
berkurang menjadi Rp4.144.894.000,00 dan diprioritaskan untuk menjamin
terwujudnya zona integritas bebas korupsi dan pengelolaan risiko.

H. Sistematika Penyajian
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah |l adalah

sebagai berikut:

Gambar 2. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah Il
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah Il Tahun 2020-2024

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi
pembangunan Tahun 2020-2024 vyang dijadikan peta jalan seluruh
kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategis
yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian
LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka
menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang
akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan
prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 adalah:
“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Pernyataan Visi
di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan
Nasional yaitu:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

IS

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya,;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga;

Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap

terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:

a.
b.

= ® o0

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada
Sektor Kehutanan dan Limbah;

Penurunan laju Deforestasi;

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);

Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya;

Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation

Values);

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan

sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan

indicator yaitu:

a.

Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB
Nasional;

Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;

Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Fungsional KLHK;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang

berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:

a.
b.

C.

Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan,;

Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek
Reforma Agraria)

Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka
Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk

mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan

kehutanan.



Misi:

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efekiif.

2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan
dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang Dberintegritas,
kompeten dan profesional.

4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan
pelayanan publik.

5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung

tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan

efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang

baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya

pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian

tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan

efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola

serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam redesain perencanaan dan penganggaran lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat masuk ke dalam program

Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis adalah Pengawasan

Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional

Organisasi dengan Indikator Kinerja Program sebagai beikut:

1) Opini BPK-RI atas LK BA 029

2) Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK

3) Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
(Kumulatif)

4) Level Maturitas SPIP KLHK

5) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK.

Target kinerja yang ingin dicapai tertuang dalam Renstra Revisi Inspektorat

Wilayah 1l yang telah ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Wilayah Il
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Nomor SK.01/Itwil.2/TU/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Inspektorat Wilayah Il Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2020 — 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024 }

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

2024
Pengawasan yang 1.| Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen | 100 persen
akuntabel Risiko 3,3

2. | Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5 | 100 persen

3. | Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada 3,5 poin
Kapabilitas APIP Itjen

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024
Pada Tahun 2024 Inspektorat Jenderal tidak mendapatkan alokasi anggaran

untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Jenderal
berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui kegiatan
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektorat Jenderal bersama-sama oleh seluruh unit kerja Eselon | KLHK
melaksanakan Program Dukungan Manajemen, dengan Kkinerja yang
diharapkan adalah Nilai Reformasi Birokrasi 83 Poin. Sesuai dengan tugas
dan fungsinya, untuk mencapai kinerja program tersebut, Inspektorat Jenderal
memiliki 4 (empat) target kinerja yaitu: (1) Indeks manajemen risiko KLHK, (2)
Nilai maturitas SPIP KLHK, (3) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) KLHK dan (4) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
(IEPK).

Dari 4 (empat) target kinerja kegiatan pada Inspektorat Jenderal tersebut, 3
(tiga) target kinerja menjadi mandat yang harus dipenuhi oleh inspektorat
wilayah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II.
PK inimerupakan komitmen Inspektur Wilayah Il kepada Inspektur Jenderal
yang ditandatangani bulan Desember 2023 untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun
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Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah |l pada Tahun 2024 adalah sebagai

berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024

Indikator Kinerja

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4) (4)
1. | Pengawasan yang | Meningkatnya kualitas Persentase unit kerja 100%

Profesional Guna pengendalian intern (first | yang nilai maturitas
- lines of defense) pada SPIPnya 3,5
Menjamin Mutu tingkat satuan kerja
Kinerja Kementerian
2. | LHK Meningkatnya kualitas Persentase unit kerja 100%
penerapan manajemen yang nilai MRInya 3,3
risiko di lingkup KLHK
3. Meningkatnya Nilai Praktik Profesional, 3,5
profesionalitas dan Peran dan Layanan Poin

kualitas layanan
pengawasan

pada Kapabilitas APIP
Itjen

Dalam mencapai 3 (tiga) target tersebut, Inspektorat Wilayah |l mengacu

pada kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui

sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko;

2. Pengawasan kualitas pengendalian intern (first line of defense) pada

tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko;

3. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui

perencanaan berbasis risiko, telaahan sejawat, audit ketaatan, audit

kinerja, Assurance atas Governance, Risk and Control (GRC) dan

Consulting.
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Pohon Kinerja Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024

J Outcome
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Outcome yang ditunjukkan pada pohon kinerja merupakan kinerja dari
Inspektur Wilayah 1l yang diintervensi oleh auditor melalui Rencana Hasil
Kerja individu yang tertuang dalam immediate, yang dicapai melalui
kegiatan/aktivitas pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Program
Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan Menteri LHK.

Untuk mendukung kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor, Kepala
Subbagian Tata Usaha dibantu oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan,
Analis Humas dan Pelaksana melaksanakan kegiatan dukungan manajemen
berupa pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan,
kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi

administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Wilayah II.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan terhadap klien
pengawasan pada wilayah kerja lingkup Inspektorat Wilayah Il melalui
kegiatan assurance dan consulting yang bertujuan untuk memberikan nilai
tambah bagi organisasi klien pengawasan. Peningkatan kinerja klien
pengawasan akan mempengaruhi capaian kinerja Inspektorat Wilayah I
dimana dengan meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of
defense) pada tingkat satuan kerja (Satker) akan mempengaruhi nilai
maturitas SPIP Satker dan meningkatnya kualitas penerapan manajemen
risiko di lingkup KLHK akan mempengaruhi nilai MRI Satker.

Dalam mencapai peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan
pengawasan Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas
APIP lItjen, dibutuhkan instansi diluar KLHK yaitu BPKP sebagai instansi
pembina Inspektorat Jenderal dan evaluator yang salah satunya melakukan
evaluasi penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal. Hasil
evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Jeneral melakukan

perbaikan.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Wilayah Il pada
Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan

pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu
menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan

realisasinya.
1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2024

Inspektorat Wilayah 1l mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I
mencangkup audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, reviu, evaluasi
dan consulting/pendampingan pada unit Eselon | Direktorat Jenderal
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen
PDASRH), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BP2SDM), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan (Ditjen PSKL), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa
Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup
Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi D.l.Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali,
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara target/rencana dalam Perjanjian Kinerja dan Target dalam Renstra

dengan realisasi IKK.
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efekiif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome),
Inspektur Wilayah Il selaku pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan
target kinerja yang telah disepakati dengan Inspektur Jenderal
Kementerian LHK dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Dalam Upaya tersebut, Inspektur Wilayah |l akan melaksanakan
pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pencapaian target
kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab
jabatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024
disajikan pada Gambar 4 dengan masing-masing penjelasan per IKK
sebagai berikut.

Gambar 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Inspektorat Wilayah Il

SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2024 TARGET S.D. REALISASI S.D.
KEGIATAN TRIWULAN IV TRIWULAN IV

Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah Il

Pengawasanyang @ 1. @ Persentase Unit Kerja dengan nilai 100% 100% 100%
akuntabel Indeks Manajemen Risiko 3,3
Terdapat 72 Satker
dengan nilai = 3,3
(100%) dari total
Satker sebanyak 72
Satker.

2. | Persentase Unit Kerja dengan Nilai 100% 100% 100%
Maturitas SPIP 3,5
Terdapat 72 Satker
dengan nilai = 3,5
(100%) dari total

Satker sebanyak 72
Satker.
3. Nilai Praktik Profesional, Peran dan 3,50 poin 3,50 poin 3,67 point
Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen (104,86%)

Berdasarkan hasil
evaluasi BPKP atas
kapabilitas APIP
KLHK Tahun 2024
sebesar 3,67.

IKK “Persentasi Unit Kerja yang Nilai MRl nya 3,3 terealisasi sebesar
100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang
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ditentukan. Terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (100%) dari total
Satker sebanyak 72 Satker.

IKK “Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5 terealisasi
sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget
yang ditentukan. Terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (100%) dari
total Satker sebanyak 72 Satker.

Pengukuran capaian kinerja kedua IKK ini dilakukan melalui kegiatan
evaluasi penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
Tujuan pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan
SPIP terintegrasi adalah untuk mengukur tingkat kematangan
penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan oleh Satker dengan fokus
komponen penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan yaitu Nilai
Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Resiko Indeks (MRI) dan
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dengan
mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta

pencapaian tujuan.

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi penilaian maturitas SPIP meliputi
penjaminan kualitas atas substansi hasil penilaian mandiri maturitas
penyelenggaraan SPIP termasuk pada tahap struktur dan proses dengan
menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin
dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, sesuai dengan bukti-bukti pendukung
periode Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Satker KLHK lingkup
Inspektorat Wilayah Il baik Satker Pusat maupun Satker Daerah dengan
jumlah 72 Satker.

Metode evaluasi ini dilaksanakan melalui:
1. Desk analisis dan uji nilai dokumen/bukti pendukung;
2. Wawancara atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2024 baik

dengan tim pelaksana maupun tim Satgas.

Hasil evaluasi/penjaminan  kualitas penilaian mandiri  maturitas

penyelenggaraan SPIP terintegrasi mengungkapkan hal sbb.
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a. Kesesuaian atas proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP atas Struktur dan Proses sebagaimana ditetapkan dalam pedoman
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

b. Pemenuhani dua aspek yaitu :
1) Aspek pemenuhan formal

Kesesuaian dokumen pendukung Maturitas SPIP yang disampaikan
Satker pada aplikasi SIMAWAS dengan parameter, sub parameter
dan kriteria pada masing-masing unsur dan sub unsur
penyelenggaraan SPIP.

2) Aspek Pemenuhan substansi

Pemenuhan parameter dan kriteria pada masing-masing level yaitu :

- level C (implementasi terhadap kebijakan atau peraturan yang

telah ditetapkan),

- level B (evaluasi terhadap implementasi kebijakan atau

peraturan yang telah ditetapkan)

- level A (bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi implementasi

kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan).

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang
dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian
mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat
kapabilitas APIP. IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada
Kapabilitas APIP lItjen” terealisasi sebesar 3,67 dari target 3,50 dengan
capaian sebesar 104,86% dari target yang ditentukan. Nilai Kapabilitas APIP
Tahun 2024 merujuk pada hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal dan
hasil evaluasi oleh BPKP sesuai laporan nomor PEO0903/LHP-
156/D102/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Kegiatan evaluasi oleh BPKP ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa
penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal KLHK tahun
2024 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hasil

yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat
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dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja

Inspektorat Jenderal KLHK

Kegiatan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal

KLHK tahun 2024 dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal KLHK atas 18
topik pada enam elemen untuk periode Penilaian Mandiri (PM) Tahun
2024;

2. Kelengkapan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri;

3. Kapabilitas Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2024;

4. Kecukupan bukti pendukung/evidence internalisasi setiap topik
Kapabilitas Inspektorat Jenderal KLHK atas 18 topik untuk periode PM
Tahun 2024

5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/evidence pemenuhan topik
merupakan tanggung jawab APIP.

Adapun metodologi kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis

bukti-buki pendukung/evidence, observasi serta wawancara dengan personil

di lingkungan internal Inspektorat Jenderal KLHK dan para stakeholders baik

internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan

pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

Simpulan atas hasil evaluasi terhadap enam elemen kapabilitas APIP

diperoleh dari pengujian terhadap pemenuhan 18 topik dalam enam elemen

kapabilitas APIP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 16 topik yang
sudah terimplementasikan secara baik. Skor akhir Nilai Praktik Profesional,

Peran dan Layanan diperoleh dengan menghitung rata-rata jumlah skor topik

pada masing-masing elemen penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh

BPKP, sehingga diperoleh Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan

Tahun 2024 berdasarkan evaluasi BPKP sbb.

No Elemen / Topik Skor
A | Praktik Profesional
1. Perencanaan Pengawasan 4
2. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 4
B | Peran dan Layanan
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1. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)

2. Audit Kinerja (Performance Auditing)

3. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on
Governance, Risk, and Control/GRC)

4. Jasa Konsultansi (Advisory Services) 4
Jumlah Skor 22
Rata-rata Skor 3,67

2. Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2020 - 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Wilayah |l Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITWIL.2/TU/3/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Wilayah [ Nomor
SK.02/ITWIL.2/TU/10/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah
Il KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah
ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan/Output kegiatan yang mencerminkan
ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan
yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Il selama kurun waktu 5 (lima)

Tahun (2020 s.d. 2024), sebagaimana tercantum pada tabel berikut.
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Target

Capaian

(:g":a:.a" Kinerja 2024
No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan erna dibandingkan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahun denaan Target
2024 - .
Renstra 2024
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan pada Wilayah Kerja Itwil Il
1 Persentase unit  kerja  yang | Persen N/A N/A 30 75 100 100% 100%
menerapkan manajemen risiko
2 Persentase maturitas SPIP unit kerja | Persen N/A N/A 30 50 100 100% 100%
mencapai level 3
3 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Poin N/A N/A 3 3,3 3,5 3,67 104,86%
Layanan pada Kapabilitas APIP
Itjien

Capaian Kinerja IKK “Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen
Risiko” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra
Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar 100% dari target yang
ditentukan. Sampai dengan Tahun 2024, terdapat 72 Satker dengan Nilai
lebih dari 3,3 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.

Capaian Kinerja IKK “Persentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai
Level 3" pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra
Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang
ditentukan. Sampai dengan Tahun 2024, terdapat 72 Satker dengan Nilai
lebih dari 3,5 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.

Capaian Kinerja IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada
Kapabilitas APIP Itjen” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,67 poin
(104,86%) dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 3,50 poin. Berdasarkan
hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2024 merujuk
pada hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal dan hasil evaluasi oleh
BPKP sesuai laporan nomor PE0903/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17
Oktober 2024.
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3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Berikut merupakan perbandingan capaian IKK antara IKK Tahun 2024

dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada
Wilayah Kerja Itwil Il

Persentase Unit Kerja dengan 75% 82,86% | 110,48% 100% 100% 100%
nilai Indeks Manajemen Risiko
3,3

Persentase Unit Kerja dengan 50% 68,57% | 137,14% 100% 100% 100%
Nilai Maturitas SPIP 3,5
Nilai Praktik Profesional, 33 3,73 | 113,03% | 3,50 3,67 104,86%
Peran dan Layanan pada
Kapabilitas APIP Itjen

a. Capaian IKK Tahun 2023

1) Capaian Kinerja IKK “Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan
Manajemen Risiko” pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 82,86%
dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar
82,86% dari target yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2023,
terdapat 58 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (82,86%) dari total
Satker sebanyak 70 Satker.

2) Capaian Kinerja IKK “Persentase Maturitas SPIP Unit Kerja
Mencapai Level 3" pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 68,57%
dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar
68,57% dari taget yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2023,
terdapat 48 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (68,57%) dari total
Satker sebanyak 70 Satker.

3) Capaian Kinerja IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan
pada Kapabilitas APIP Itjen” pada Tahun 2023 terealisasi sebesar
106.57% dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 3,5. Berdasarkan
hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2023.
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b. Capaian IKK Tahun 2024

1)

2)

3)

Capaian Kinerja IKK “Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan
Manajemen Risiko” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100%
dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian
sebesar 100% dari target yang ditentukan. Sampai dengan Tahun
2024, terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (100%) dari
total Satker sebanyak 72 Satker.

Capaian Kinerja IKK “Persentase Maturitas SPIP Unit Kerja
Mencapai Level 3" pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari
target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian sebesar
100% dari taget yang ditentukan. Sampai dengan Tahun 2024,
terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (100%) dari total
Satker sebanyak 72 Satker.

Capaian Kinerja IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan
pada Kapabilitas APIP Itjen” pada Tahun 2024 terealisasi sebesar
3,67 poin (104,86%) dari target Renstra Tahun 2024 yaitu 3,50
poin. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP
KLHK Tahun 2024 merujuk pada hasil penilaian mandiri
Inspektorat Jenderal dan hasil evaluasi oleh BPKP sesuai laporan
nomor PEO903/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

4. Benchmarking Capaiaan IKK dengan Unit Kerja Lain

Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah |, I, lll dan IV

Persentase Unit Kerja
dengan nilai Indeks
Manajemen Risiko 3,3

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

Persentase Unit Kerja
dengan Nilai Maturitas
SPIP 3,5

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

Nilai Praktik Profesional,
Peran dan Layanan pada
Kapabilitas APIP Itjien

3,5 3,67 104,86% 3,67 100% 3,67 104,86% 3,67

104,86%
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Hasil benchmarking capaian IKK “Persentasi Unit Kerja yang Nilai MRI nya
3,3” pada Inspektorat Wilayah |l menunjukan realisasi sama dengan
Inspektorat Wilayah yang lainnya, yaitu dengan realisasi sebesar 100%

dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang ditetapkan.

Hasil benchmarking capaian IKK “Persentase unit kerja yang nilai maturitas
SPIP nya 3,5" pada Inspektorat Wilayah Il menunjukan realisasi sama
dengan Inspektorat Wilayah yang lainnya, yaitu dengan realisasi sebesar
100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang
ditetapkan.

Untuk IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas
APIP lItjen” merupakan penilaian yang dilakukan oleh BPKP atas
kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal, sehingga tidak dapat dibandingkan
antara Inspektorat Wilayah.

. Capaian Kinerja Berdampak Nyata (Berbasis Outcome)

Inspektorat Wilayah 1l pada Tahun 2024 melakukan kegiatan
consulting yang salah satunya terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI)
mulai dari sosialisasi Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sampai
dengan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBK/WBBM) pada Satker Pusat dan Satker UPT lingkup Inspektorat
Wilayah IlI.
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Dari sejumlah satker yang menjadi sasaran consulting, terdapat 1
(satu) Satker UPT lingkup wilayah kerja Inspektorat Wilayah Il yang
berhasil meraih apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM Tahun 2024 yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIl Denpasar.

BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menerima penghargaan Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK), yang diberikan sebagai hasil penilaian atas
pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dilakukan selama tahun 2024
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia.

Piagam penghargaan WBK diberikan oleh Menteri PANRB, Rini
Widyantini dan diterima langsung oleh Kepala BPKHTL Wilayah VIII
Denpasar, Heru Sri Widodo, dalam kegiatan "Satu Dekade Zona Integritas
dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024"
pada hari Rabu, 11 Desember 2024.
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Selain itu pada tahun 2024 ini Menteri Kehutanan melalui SK Menteri
Nomor 3 Tahun 2024 juga menetapkan 4 (empat) unit kerja binaan lingkup
Inspektorat Wilayah Il sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari

Korupsi Tahun 2024, unit kerja tersebut diantaranya:

a. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
b. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM

c. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII
Denpasar

d. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar

Penetapan tersebut merupakan hasil penilaian dari Tim Penilai Internal
(TPI) Kementerian LHK. Berdasarkan penilaian TPI unit kerja tersebut telah
memenuhi kriteria sebagai unit kerja berintegritas menuju bebas dari

korupsi.

Inspektorat Jenderal KLHK c.q. Inspektorat Wilayah Il akan terus
melakukan upaya pembangunan ZI/WBK secara terus menerus untuk
mengerakkan Reformasi Birokrasi berdampak langsung bagi masyarakat.
Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen di

Kementerian LHK.

B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.141.753.736,00 atau sebesar
99,99% dari total anggaran Rp4.141.894.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Komponen/Subkomp/Akun/Detil TAHUN 2024
PAGU REALISASI

IKKI 712.027.000 712.010.110
Layanan Manajemen Risiko
IKK I 805.539.000 805.534.555
Layanan Pengendalian Internal
IKK Il 2.624.328.000 2.624.209.071
Layanan Audit Internal
Jumlah 4.141.894.000 4.141.753.736

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian
kinerja 2024 dengan membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2024 terhadap

realisasi anggaran Tahun 2024.
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Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Wilayah Il sebesar 101,86% dengan
penggunaan anggaran sebesar Rp4.141.753.736,00 atau sebesar 99,99%.
Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi
sebesar 1,02. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan >/= 1. Apabila rasio
yang dihasilkan < 1 menunjukan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.
Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara

efisien untuk mencapai kinerja fisik output yang telah ditentukan.

Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 100% 99.99% 1,02 Efisien
Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 100%

3,5

Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada 104,86%

Kapabilitas APIP Itjen
Rata-rata 101,86%
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C. Pemantauan Kegiatan Tematik

1. Evaluasi Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS) Tahun 2024 (Performance Evaluation: In-Depth Analysis)

a) Latar Belakang

Inspektorat Jenderal memegang peranan penting pada pilar tata
kelola pada arah kebijakan dan sasaran strategis KLHK 2020 2024
dengan memberikan layanan pemberian jaminan yang memadai atas
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Bidang LHK yang
akuntabel responsif dan berpelayanan prima Layanan pengawasan
terhadap pelaksanaan program Perhutanan Sosial dimulai dengan
melaksanakan kegiatan Evaluasi Program Perhutanan Sosial di
regional wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara pada Tahun 2023 dan
ditemukan risiko yang signifikan antara lain bahwa pengembangan
usaha perhutanan sosial masih belum optimal dimana 69 kelompok
masyarakat yang telah mendapatkan akses dalam mengelola areal
PS belum sepenuhnya merasakan peningkatan kesejahteraan dan
belum menerapkan praktik pengelolaan kawasan hutan yang lestari.

Pengembangan KUPS Belum Optimal

Penilaian Kelompok
Usaha PS

Hambatan Pengelolaan
KUPS

Tidak memiliki —
modal/aset

mitra
Pengelolaan

2 4
I
I
I
I
I
I
I
KUPS * Tidak memiliki ’3"’
kurang I akses pasar
memadai I
A \/ . 0% 50% 100%
I
I
I

- Pengelolaan
KUPS cukup
memadai

Belum ada
unit usaha
yang
berjalan

Tidak Tidak Tidak
memiliki memiliki memiliki
akses pasar mitra modal/aset

m BPSKL Jawa 23% 40% 25%

BPSKL BN 29% 29% 21% /

I

Dalam rangka menindaklanjuti paket pengawasan yang berkelanjutan
yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 agar setiap kegiatan yang
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akan dilaksanakan klien pengawasan selaras dengan visi dan misi
yang ditetapkan dan sesuai dengan kebijakan pengawasan intern
KLHK Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri LHK, Inspektorat
Jenderal melaksanakan pengawasan atas capaian Indikator Kinerja
Program (Ditjen PSKL dalam mencapai target sasaran program dan
Indikator Kinerja Utama ( pernurunan laju deforestasi dan degradasi
hutan dan meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang
berkelanjutan melalui evaluasi pada tahap pengembangan usaha PS
terkhususnya pada aspek kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS).

b) Metodologi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana atau norma yang
telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
PermenLHK 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern.

Evaluasi peningkatan kinerja KUPS dimaksudkan untuk menyediakan
informasi atas efektifitas program peningkatan kinerja KUPS
melaluipengujian risiko yang diperoleh dari hasil desk analysis dan
pengumpulan pengujian data dari tingkat tapak (in depth evaluation).

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data
dan informasi atas pelaksanaan program penguatan dan
pengembangan kemandirian masyarakat yaitu

Kontribusi dan kinerja

KUPS yang terbentuk Pemanfaatan areal

dalam meningkatkan Perhutanan Sosial dengan
kemandirian dan terwujudnya pelestarian

kesejahteraan anggota hutan dan lingkungan

masyarakat dalam yang berkelanjutan.
Kelompok Perhutanan

Sosial

Evaluasi peningkatan kinerja KUPS Tahun 2024 dilaksanakan melalui
beberapa sequence, antara lain:

29



SEQUENCY EVALUASI KINERJA KUPS

Evaluasi
Penyusun Kerangka Tingkat
1 Desk tapak (in
an Logical Acuan = 4
Framewor Kegiatan gnﬁ lysis IeP:']
k Evaluasi Evaluasi Sz evaluation)
dengan join
pengawasan

Kompilasi

FGD perumusuan Itwil 2 Hasil

kebijakan strategis dengan Evaluasi
sebagai renaksi Iri Tinakat

tindakan perbaikan e Tagak

Secara ringkas, proses evaluasi peningkatan kinerja KUPS Tahun

2024, adalah sebagaimana berikut:



Rencana Strategis Ditjen PSKL
Rencana Kerja Ditjen PSKL
Laporan Kinerja Ditjen PSKL
RPI Ditjen PSKL

NSPK Ditjen PSKL
Data Sebaran KUPS

1. Desk Analysis 2. In-depth Evaluation

Pengumpulan data dan informasi

ingkup Bisendan BakaBSKL Pengujian hasil desk analysis
Survey Persepsi dari anggota KUPS pada 84 KUPS di seluruh

(sebanyak 10% dari KUPS yang = .
memiliki kelas gold-platinum) Indonesia, yang dilakukan secara

Uji coba metode kolaboratif (joint evaluation)
Analisis Spasial Perubahan Tutupan

Lahan Dampak Pengelolaan
Perhutanan Sosial

Catatan Hasil Evaluasi di Tingkat
Provinsi Dan Regional, Laporan
Kompilasi Nasional,

Management Letter, Sintesa
Hasil Evaluasi

c) Hasil Evaluasi

Dari beberapa sequence hasil evaluasi peningkatan kinerja KUPS
yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK melalui desk
analysis dan in depth evaluation, teridentifikasi bahwa risiko untuk
tahapan kegiatan pengelolaan dan kinerja KUPS dalam pemanfaatan
potensi Kawasan Hutan yang diberikan kepada kelompok masyarakat
adalah level risiko strategis yang setingkat dengan program
perhutanan sosial.

Dalam laporan sintesa ini dijabarkan sebagai berikut.
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a. Database yang dimiliki Balai Belum Dikelola Secara Sistematis Untuk
Mendukung dan Mengawasi Kinerja KUPS

Database memiliki peran penting dalam pengumpulan data, informasi, dan
file secara terintegrasi karena fungsinya memudahkan dalam proses akses,
identifikasi, pengelompokan dan pencarian secara cepat, pembaharuan yang
dinamis, menjaga kualitas data, meminimalisir duplikasi atas informasi yang
sama, dan sebagai bukti akuntabiltas atas kinerja yang hendak dituju.

Ketersediaan data kinerja KUPS pada 6 (enam) BPSKL dilakukan dengan
pendataan melalui form isian untuk memperoleh beberapa parameter yang
berkaitan dengan kinerja KUPS diantaranya data distribusi bantuan, fasilitasi
pelatihan kepada KUPS, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk,
serta data fasilitasi kerja sama KUPS dengan entitas dunia usaha.

Hasil pendataan dibandingkan dengan data rekapitulasi yang tercatat pada
sistem informasi GoKUPS yang dimiliki Ditjen PSKL, diperoleh bahwa
kelengkapan database kinerja KUPS yang disampaikan Balai yaitu rendah
dan sebagian besar parameter form isian data tidak terisi. Melalui proses
validasi dan analisis keterisian data kinerja sesuai parameter yang telah
ditentukan pada form isian, dapat disajikan besaran persentase pada tiap
balai melalui tabel berikut ini.

b) Sistem Informasi GoKUPS Perhutanan Sosial Belum Memadai Dalam
Menghasilkan Data dan Informasi Yang Kredibel

Sistem informasi Gokups yang dikelola
Ditien PSKL berfungsi sebagai media
penyimpanan data dan informasi yang
berkaitan dengan profil dan kinerja
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

monev realisasi komponen kegiatan, data
pemanfaatan kawasan hutan, data
pendapatan kelompok yang realtime dan
valid, efektifitas bantuan yang diberikan
kepada kelompok kelompok, fasilitasi

dan terintegrasi dengan aktivitas kegiatan
dan capaian kinerja perhutanan sosial
sekaligus publikasi mengenai kinerja KUPS.
Data yang tersimpan pada GoKUPS berasal
dari kontribusi seluruh unit kerja lingkup
Ditjen PSKL yang berada di daerah dan di
pusat.

Hasil evaluasi pengelolaan GoKUPS
menunjukkan bahwa tata kelola database
perhutanan sosial belum memadai sehingga
dokumen belum terdokumentasi
komprehensif. Klien pengawasan
menghadapi beberapa risiko diantaranya
keberadaan sistem informasi belum
didukung dengan manajemen database
yang terstruktur sehingga beberapa data
tidak tersedia secara lengkap diantaranya
RKPS dan RKT.

pelatihan kewirausahaan, dan data lain yang
berkaitan dengan tujuan dibentuknya KUPS.
Selain itu, beberapa data yang telah tersedia
tidak dikelola secara berkesinambungan dan
belum terintegrasi menjadi satu bigdata
yang andal dan akurat, sehingga data yang
tersedia belum sepenuhnya membantu
dalam pengambilan Keputusan yang cepat
dan akurat. Hal ini akan mempengaruhi
kinerja manajemen unit organisasi dalam
melakukan analisis tren dan pola,
mengidentifikasi peluang dan tantangan,
serta tindakan/kebijakan lain yang relevan
dengan tujuan klien pengawasan.
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Fasilitasi dan Kinerja KUPS Dalam Peningkatan Kinerja
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang telah memperoleh akses persetujuan
pengelolaan PS berkewajiban melakukan pengembangan usaha dalam
pengelolaan PS. Pengembangan usaha dapat yang difasilitasi oleh KLHK,
antara lain:

Fasilitasi penyusunan dan Implementasi dokumen perencanaan
(Rencana Kegiatan Tahunan (RKT))

Terhadap fasilitasi dokumen perencanaan dan pengembangan usaha
pada 1.000 responden KUPS, ditemukan bahwa:

1)

2)

Sebanyak 215 KPS atau sebesar 22% menyatakan belum
memperoleh fasilitasi dan belum melakukan penyusunan RKT.

Dari 785 yang telah memiliki/menyusun RKT, diperoleh data bahwa
sebanyak 481 KPS atau sebesar 61% menyatakan telah
melaksanakan dengan realisasi sebesar 0 - 50%, sebanyak 154 KPS
(20%) merealisasikan kegiatan sebesar 51-75%, dan 150 KPS (19%)
menyatakan telah merealisasikan komponen kegiatan dengan
kisaran 76 - 100%.

Perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial Belum Memadai

4 Presentase KPS yang N 4 )
telah dan belum punya Sebaran Realisasi RKT per Balai
RKT
4 140
120 TI5
78%
100
= Sudah menyusun RKT
\ = Belum menyusun RKT ) 80 73
f ™ 6
Realisasi KPS yang 60
memiliki RKT 44
40
20 19
"
0 SULAWE | MALUKU
Sl PAPUA
0-50% 60 8
0 s.d. 509 51 s.d. 75% 75% S = -
=0sd.50% »51sd.75% =>75% [=76-100% | 28 1 11 18 19 11
(. J . —/
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b. fasilitasi penguatan kelembagaan KPS ditingkat tapak;

Penguatan kelembagaan KUPS belum mendapat dukungan fasilitasi yang
optimal. Dari 1.000 responden KUPS, ditemukan bahwa sebanyak 485 KUPS
atau sebesar 485% menyatakan telah mendapat fasilitasi pelatihan
pengembangan usaha dengan intensitas 1 kali, sebanyak 118 KUPS mendapat
pelatihan dengan intensitas 2-3 kali, dan sebanyak 397 KUPS atau sebesar
39,7% belum pernah mendapat fasilitasi pelatihan.

39,7% KuUPs belum mengikuti pelatihan

Sumatera 40%
Jawa 37%
Bali Nusra
Kalimantan
Sulawesi
Maluku Papua

c. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan/kapasitas usaha dan
akses permodalan;

Fasilitasi terhadap pengembangan kewirausahaan/kapasitas usaha dan akses
permodalan belum optimal untuk mencapai peningkatan kelas usaha. Kondisi
ini digambarkan dengan fakta lapangan pada evaluasi tingkat tapak
sebagaimana gambar berikut.

59,7% KUPS Tidak Pernah Menerima Bantuan

Bantuan Ll
1Kali
1Kali

70 2 Kali Ao
i >2 Kali 4 all
2 Kali 25 22 Kali 4

>2 Kali 4 Tidak .
Tidak
Tidak Pernah ), Pernah pelmaah

1Kali

1Kali N o4 y P =
2 Kali ) y ‘

>2 Kali Per
Tidak - ) y
Pernah . i

EEAmTS
Bantuan

TKali

2 Kali 'I

>2 Kali 1
Tidak Pernah 56

Gambar 8
Sebaran Penerima Bantuan KUPS diseluruh Indo
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d. Alokasi anggaran

Anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSKL yaitu Balai
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) pada Tahun 2022 dan

2023 belum proporsional untuk memfasilitasi pengembangan usaha.

Proposional Anggaran

TA 2022 TA 2023
Anggaran Anggaran

TA 2023

8PSKL Maiuku  FEI7Y IR . Anggaran
Papua I
Pengemba
Anggaran Pengemban || Anggaran Pengemba IO SR oo
Teknis (Rp) gan Usaha Teknis (Rp) ngan Usaha BPSKL SUIWES| e Jsaha
&) &0 BT
s =
BPSKL Wil. [l EZAVXIAS | 40.042.459. 2.023.997.0 : * Total
e = 2.301.231.873 6,60% = = 5,05%| BesKL Bak Nusra ME mzran
0.00%
BPSKL Jawa °
BOSKL R N/A NA  N/A N/A N/A  N/A
BDPSKL Wil. o T EQo o
SEk 19.719.Isol.za 2.592.32735 13159 22.63]1;761.0 144142874 ¢ 37, 0% 50% 100%
Nusra
TA 2022
29.540.104.7 19.691.033.58 66,66| [ 25.948.988. 2.750.081.54 10,60
38 8 % 232 9 % 25.08% I E A
Maluku Papua A n
19.226.009.4 49,50| [16.183.212.07 6.959.856.21 43,01 ; I E— e laha
= 9.517.577.066 “ =
i __000%__ W
= Anggaran
6.986.860.97 | ) o 25,08| [ 6.324.869.9 1.460.156.98 23,09 Bali Nusra —\# Teknis
5 752.626. o 5 o
Jawa :
110.319.422.5 35.855.397.11 32,50 T1.134.290.9 14.635.520.5 !g
Total - a.', : 6' - 2';5 : _,"9 . . 2:'5 ~1317% 0% e.ou;oo/ 100%
o o o
Gambar 9

Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023




Nilai transaksi nilai ekonomi KUPS terhadap
kesejahteraan masyarakat dan Produk Domestik Bruto

(PDB)

PDB nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukur Kkinerja
perekonomian nasional. Program Perhutanan Sosial merupakan salah upaya KLHK
dalam mengoptimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan agar sektor
kehutanan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan memberi akses legal
kepada masyarakat diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat dan berkontribusi terhadap PDB Nasional.

Namun, aktivitas perhutanan sosial belum signifikan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, hal ini terpantau dalam beberapa parameter yaitu:

34,5% KUPS belum memiliki pendapatan yang berasal

14,8% KUPS belum darl aktivitas perhutanan soslal, dan darl 65,5% KUPS
memiliki komoditi yang telah memlilki pendapatan, 63% hanya
mendapatkan kurang darl Rp50.000.000,00 per tahun.
At b LR Tingkat Pendapatan KUPS Per Tahun

-
7
[

14,8%

= Memiliki komoditi
Tidak memiliki komoditi

11 17

o9

5%, 52

7
3

8

11 I 5o II2 ﬁ711
l - | - | ]

Sumatera  Jawa BilMaa Kalimantan Sulawes  Maluku

Dalam wupaya peningkatan kapasitas
Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) untuk
menaikkan kemampuan kelompok menjadi
mandiri dan meningkatkan kesejahteraan
kelompok, Ditjen PSKL memberikan
fasilitasi berupa pendampingan kepada
KPS. Melalui kegiatan pendampingan,
diharapkan kelompok masyarakat yang
telah mendapat akses pengelolaan PS
dapat difasilitasi dalam penguatan kelola
kawasan, usaha dan kelembagaan. Namun

Kinerja pendamping belum
optimal, yaitu:

Kewajiban laporan
bulanan belum terpenuhi

dalam pelaksanaannya, pendampingan
dalam pengembangan usaha perhutanan
sosial masih belum optimal, hal ini
dipengaruhi oleh:

Updating data dan
informasi dalam GoKUPS
tidak dilaksanakan
secara berkala antara
lain terkait dokumen
RKPS/RKT, data nilai
transaksi ekonomi KUPS

69,30% KUPS belum mendapat fasilitasi
tenaga pendamping PS yang berasal
dari pendamping pemerintah maupun
pendamping mandiri (non pemerintah)
dan 29% KUPS menyatakan tidak
pemah dikunjungi pendamping
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Kontribusi perhutanan sosial terhadap penurunan laju
deforestasi hutan

n Perubahan Tutupan Lahan

Salah satu tujuan pengelolaan Perhutanan Sosial untuk memberdayakan masyarakat dalam
menurunkan laju deforestasi hutan. Dengan Perhutanan Sosial, diharapkan overexploitation oleh
masyarakat terhadap sumber daya hutan dapat diminimalisir. Dengan pelibatan masyarakat secara
aktif, diharapkan masyarakat sekitar hutan mampu mengelola hutan semaksimal mungkin dengan
tetap menjaga kualitas dari kawasan hutan itu sendiriSampai dengan bulan Maret Tahun 2024,
Ditjen PSKL telah mendistribusikan akses kelola perhutanan sosial sebanyak 6.342.542,07 hektar di
seluruh Indonesia. Untuk mengetahui bahwa Perhutanan Sosial telah berkontribusi pada
penurunan laju deforestasi hutan, tim evaluasi melakukan analisis data spasial tutupan lahan pada
kawasan perhutanan sosial untuk akses kelola yang diterbitkan sebelum Tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa terhadap perubahan positif terkait tutupan lahan
pada kawasan perhutanan sosial. Tim evaluasi menganalisis data spasial tutupan lahan periode
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sesuai dengan diskusi antara tim evaluasi dan tim dari
Ditjen PKTL bahwa untuk menjaga kualitas dan validitas data spasial diperlukan range data
minimal 5 tahun agar dapat melihat perubahan tutupan lahan pada kawasan yang menjadi target
analisis.

Hasil Analisis Tutupan Lahan Pada Perhutanan Sosial

Tutupan Lahan Tahun 2018 Jenis Tutupan Luas PL
Lahan Tahun 2018
- 0

Tutupan — 39,6% Hutan Lahan Kering Primer  300.621,12 31980136 1918024
Lahan Tipe
Hutan :

g:;z:(;‘::‘a” (Giing 64532741 62732005 -18.007,36
Tutupan
Lahan Tipe Hutan Manggrove Primer 291,05 1982,88 -20817
Non Hutal

60,4% Hutan Manggrove Sekunder ~ 67.56239 70.623,55 3.06116
+0,9% Hutan Rawa 109.012,92 114.796,54 578362
Hutan Tanaman 56.441,05 64.284,48 7.843,43
Tutupan Lahan Tahun 2022
Lahan Terbuka 42,673,08 1390918  -28.76390
38,7%
Perkebunan 56.044,97 7379067  17.74570
= Tutupan

hirt‘:: Tipe Pertanian Lahan Kering 369.591,04 39632050 2672946
Tutupan Rawa 331955 7.098,23 3.778,68
Lahan Tipe 13%
Non Hutan ’ Sawah 6.878,03 9160,15 228212

Semak Belukar 266505,19 223369,69 - 4313550
46 Upaya pemungutan dan penyetoran PNBP dari sektor Perhutanan

Sosial

Perhutanan Sosial memiliki peranan penting dalam peningkatan sirkular ekonomi
kehutanan sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals — SDG's). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan
pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan sumber pendapatan bagi negara yang turut
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat
beberapa tantangan dalam pembayaran PNBP atas pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) di areal PS yang perlu segera diatasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan
program, di antaranya:

KUPS dengan pemenuhan
a. Pemenuhan kewajiban PNBP oleh KUPS kewajiban PNBP
belum optimal, yaitu dari 84 KUPS yang
menjadi sebanyak sampel uji petik evaluasi
sebanyak 72 KUPS atau sebesar 85]17%

belum memenuhi kewajiban pembayaran
PNBP atas komoditas/produk  yang
dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya
hutan.

B@Sudah membayar PNBP
@Belum membayar PNBP




Area of Improvement

Berdasarkan hasil evaluasi, berikut merupakan beberapa saran pertimbangan
sebagai upaya untuk perbaikan peningkatan kinerja KUPS.

ASPEK |l - Fasilitasi dan kinerja KUPS
ASPEK | - Database dalam mengupayakan peningkatan
kinerja pengembangan usaha
perhutanan sosial belum sepenuhnya
efektif

Perhutanan Sosial

Menyusun pengendalian terhadap
Mengoptimalkan Sistem Informasi proporsionalitas penyusunan anggaran
GoKUPS dengan mereviu dan yang efektif untuk peningkatan kinerja
memperbaiki manajemen program pengembangan usaha perhutanan
dan tata kelola terhadap input, R eI

processing dan output UNtUK | St
menghasilkan database kinerja B 2
dan fasilitasi KUPS yang akurat dan ‘

dapat dlpertanggungjawabkan, Menginisiasi peran dari dunia usaha,

]
i
]
dan kredibel dalam penentuan pemerintah daerah/desa dalam upaya E
kebijakan strategis dan peningkatan kinerja KUPS dan i

I

’

-

operasional. terciptanya kerja sama bisnis.

Menyusun standar dan prosedur
updating data dan informasi Meninjau kriteria kelas KUPS dengan
terkait pengelolaan perhutanan mengatur komponen yang relevan

e N e L e B e e e
dan pihak lain yang berkaitan. e )

----------------------------------

Melaksanakan fasilitasi berdasarkan kinerja
dan hambatan KPS/KUPS dalam

memanfaatkan areal perhutanan sosial,

Memprioritaskan S| GoKUPS dalam :
mengelola kinerja PSKL dan terutama pada aspek: :
mengeliminasi sistem a. Kewajiban administratif untuk :
informasi/aplikasi lain yang menyusun RKPS dan RKT secara ;

'

Sl lengkap;
f"”.‘".'k'/ d;/k (?Iola . . LI b. Konflik internal yang menghambat
individual/tidak terintegrasi satker peningkatan kelas dan tidak

lingkup Ditjen PSKL terlaksananya komponen kegiatan
yang tercantum dalam RKPS dan RKT;

e Penetapan jenis usaha berbasis
produk/komoditi yang diminati pasar
dan dapat diusahakan oleh kelompok Y
secara konsisten. ’

...............................
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ASPEK Il - Nilai transaksi ekonomi
dari aktivitas perhutanan sosial belum
sepenuhnya menggambarkan

ASPEK IV - Fasilitasi dan kinerja
pendampingan dalam
pengembangan usaha perhutanan
sosial belum optimal mewujudkan
peningkatan kesejahteraan

peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan tercapainya target
PDB dari sektor kehutanan

Q
A

_Mengutamakan pemberian

Masyarakat

1 - Mengatur klausul pada SK
fasilitasi pada hambatan | Penugasan Pendamping
proritas KUPS yaitu pada untuk pembayaran insentif

aspek pemasaran pl’OdUk, biaya bantuan opera'sional

keterampilan pengelolaan R S

inerja tenaga pendamping
produk, dan akses PS yang telah tercapai.
permodalan.

(2

Bersinergi dengan dunia
usaha dan pemerintah
daerah yang berada disekitar
KUPS untuk pengembangan
usaha.

Menginisiasi fasilitasi kerja
sama dengan dunia
pendidikan/NGO sebagai
alternatif pemenuhan
pendampingan kepada
KPS/KUPS.

Q |
Mengatur mekanisme
kewajiban KUPS untuk

secara tertib membukukan
dan melaporkan transaksi
hasil pemungutan HHBK

yang berasal dari areal PS.

(4,

Berkoordinasi dengan Ditjen
PHPL terkait pedoman
pengelolaan PNBP dari

produk perhutanan sosial
serta terkait ketersediaan
Ganis dalam tata usaha pendampingan pemantauan

PNBP komoditi perhUtanan dan evaluasi, serta implementasi

sosial. dengan praktik lapangan.

Membuat laporan hasil
pemantauan dan evaluasi
sebagai dasar perpanjangan
surat keputusan kepala UPT
mengenai penetapan
pendamping.

Meningkatkan kapasitas
pendamping dengan
memberikan pelatihan secara
berkala mengenai
pendampingan kerja sama,
akses permodalan, akses pasar,
pengelolaan pengetahuan, dan
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ASPEK YV - Pengelolaan
perhutanan sosial belum selaras
dengan upaya pencapaian

penurunan laju deforestrasi hutan

Memfasilitasi KPS untuk segera
menetapkan pembagian ruang
pemanfaatan dan ruang
perlindungan pada areal PSyang
dikelola.

. .

——— ———————— ————————— - ——

Mengidentifikasi dan
menginventarisasi KPS yang belum
melaksanakan rehabilitasi areal
terbuka di PS dan selanjutnya
bersinergi dengan Ditjen PDASRH
untuk memenuhi kebutuhan bibit
dan/atau pemulihan lahan terbuka di
areal persetujuan PS.

S S S —— — ————————

I
I
I
I
i Menerbitkan sanksi administrasi

| teguran kepada KPS/KUPS yang tidak
: merehabilitasi areal terbuka di lokasi

| persetujuan PS.

|
I

Melakukan analisis perubahan
tutupan lahan pada areal persetujuan
pengelolaan perhutanan sosial secara
periodik sekurang-kurangnya 1 kali
dalam setahun.

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan
yang berasal dari persetujuan
perhutanan sosial belum disertai
dengan upaya pemungutan dan
penyetoran PNBP

Menginventarisasi seluruh
pemegang persetujuan PS yang
melakukan pemanfaatan sumber
daya hutan dan pemenuhan
kewajiban pembayaran PNBP dan
menyajikan datanya secara real
time dan valid pada sistem
informasi GoKUPS.

Bersama-sama Ditjen Pengelolaan
Hutan Lestari melakukan sosialisasi
dan memfasilitasi KPS dan/atau
KUPS agar memenuhi kewajiban
pembayaran PNBP atas
komeoditi/potensi yang
dipungut/dimanfaatkan dari
kawasan hutan.

Menginisiasi pembentukan
peraturan tentang tata kelola
PNBP yang berasal dari
perhutanan sosial.
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Dalam perspektif pengawasan kami
selaku Aparat Pengendalian Intern
Pemerintah atau APIP, Perhutanan Sosial
adalah program yang dibebani dengan
target sangat ambisius. Hal ini dapat
dimaknai bukan hanya numerik yang
besar, tetapi juga magnitude
manfaatnya juga besar. Dalam koridor
target pemerataan akses terhadap
sumberdaya hutan, terkandung di
dalamnya mulai dari target penyelesaian
konflik tenurial, target peningkatan
kesejahteraan  masyarakat  disekitar
Kawasan hutan, target keberlanjutan

Sehingga diharapkan setiap mata rantai
proses pelayanan publik, harus menjadi
fokus perhatian Direktorat Jenderal
PSKL. Dari hasil Evaluasi pengelolaan
KUPS ini diharapkan tingkat kesadaran
dan pemahaman persepsi risiko yang
kuat dan
risikko yang tepat sehingga dapat

langkah antisipasi mitigasi
melakukan semua hal dengan baik
dengan minim dampak negatif, bijak
dan prudent dalam menggunakan
sumber daya yang ada.
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4. Langkah Aksi Menuju Hutan Lestari (Hasil Evaluasi Pengendalian

Kegiatan RHL Tahun 2023 dan Sebelumnya)

a) Latar Belakang

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga
dayadukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem
penyanggakehidupan tetap terjaga. Sesuai dengan sasaran strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan arah
kebijakan dan strateginasional yang telah ditetapkan dalam .Rencana
Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020-2024, DirektoratJenderal
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitas iHutan (Ditjen
PDASRH) sesuai mandat fungsi dan kewenangandiantaranya
mengampu sasaran program Menurunnya Laju Penyusutan Hutan
yang merupakan sasaran program dari Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan untuk mencapai indikator pencapaian kinerja Laju
Deforestasi dan Degradasi Hutan.

b) Tahapan Evaluasi

« Pengembangan Informasi
Awal

* Perencanaan Penugasan

« Penentuan Sasaran, Ruang

« Desk Analysis dan Uji Coba

Metode

« Perumusan Kesepakatan
Norma Standar Hasil Evaluasi
dengan Klien Pengawasan

Lingkup, dan Metode

T Dty Cisalloadion DS

Agustus - September

Juni s S TS
+ Evaluasi di Tingkat tapak RS IR
dengan pola sharing « FGD Hasil Evaluasi

area pengawasan

September
« Ekspose Kompilasi Hasil
Evaluasi RHL

» FGD Hasil Evaluasi
(Perumusan Hasil dan

Rencana Aksi)
N 5')_@@

(Perumusan Hasil dan
Rencana Aksi)

c) Metodologi Evaluasi
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MODEL KONSEPTUAL

Model Konseptual untuk Mengkaji Keberhasilan
Penanaman (Reforestation)

== PENGENDALIAN KEBERHASILAN PENANAMAN -

Karakteristik . = Kelembagaan ~
N\ “ o Kegiatan "’4 Teknis/ g Kebijakan & (? Sosial

r 7
[ I
: # Teknis 1
| «@® Penanaman .. Biofisik Manajemen Ekonomi I
L I
« Tujuan kegiatan « Kesesuaian jenis- « Penyusunan « Partisipasi masy.
: . Pe{a_ksanaan tsaeﬁk__ ) kelembagaan lokal !
kegiatan . ksi jenis « Tata Kelolayang « Insentif sosial I
I« Lokasi « Persiapan Lahan efektif ekonomi 1
[ penanaman atau  « Kualitas « Keamanan « Pemerataan 1
[ aksesibilitas benih/bibit emilikan lahan sosial I
[ baﬁk keginta « Kesesuaianwaktu « ta|stnbu51 hak&l; « Tingkat . ]
. ran kegiatan nanaman nggungjawa ketergantungan
!« Pembiayaan « Kapasitas teknis antar stakehoider terh;%ap hasi I
[ kegiatan Ee elola « Perencanaan hutan I
D ngl.j]l’ l:lldus « Silvikultur setelah Pengkglolaan . gospek ';:asar I
alan nanaman a nja « Pengetahuan
: k iatar:'ya « Kualitas tapak . Lenl%gli arajar’;‘g pasar untuk kayu I
« Lahan swasta &perlindungan dan produk I
: atau umum Jjangka panjang lainnya 1
-J

_ INDIKATOR -
Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan
| Penanaman = Pertumbuhan Tanaman §u

« Persen tumbuh tanaman « Kinerja pertumbuhan tanaman
« Areal yang tertanam ({tinggi, diameter)
dibandingkan dengan target * Kerapatan tegzkan
awal (%) » Areal yang dipelihara untuk

Jjangka Panjang

Indikator Keberhasilan Lingkungan

Struktur Vegetasi Keragaman Jenis Fungsi Ekosistem
+ Penutupan tajuk « Keanekaragaman jenis » Permukaan tanzh
» Tinggi tajuk pohon yang stabil
» Penutupan lahan . Keberadaan jenis « Erosi Tanah
pohon yang diharapkan « Jumlah air
« Jenis hidupan liar yang permukaan & tanah
ada yg mencukupi

Indikator Sosial Ekonomi

» Peningkatan Eeﬂdapatan « Kesempatan mata pencaharian lzinnya
by * Kesempatan kerja lokal + Pemberdayaan dan pengembangan —
kapasitas masyarakat lokal

--------------1
—-—-—-——-——--—-——-——-—-—.
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01

Prosedur Analitik,
Permintaan
Keterangan, Dan
Observasi

02

Teknik Analisis
Data, Korelasi,
Konten Analisis

Melakukan pengujian
terbatas atas data, informasi,
fakta yang disampaikan oleh
Klien dan/atau pihak lain
yang terkait, untuk
membandingkan
hasil/prestasi dan
menentukan faktor-faktor
yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan
kegiatan.

d) Hasil Evaluasi
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HASIL EVALUASI ‘1
INDIKATOR L QO
KEBERHASILAN &
PERTUMBUHAN W%

TANAMAN l D\




Penetapan TARGET
oleh Pusat

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta target berdasarkan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal PDASRH Tahun 2020-2024
sesual dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PDASHL Nomor
SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 tanggal 4 September 2020

Bertambahnya luas tutupan hutan dan lahan

IKK) D € €& & € @

Luasan rehabilitasi 90.000
hutan dan lahan

Luasan hutan 1.000
mangrove/pantai

Luasan rehabilitasi
hutan dan lahan di
IKN dan DAS
sekitarnya

Jumlah 91.000

220000 230.000 230.000 230.000 1.000.000

1250 1250 1250 1250 6.000

1.500 2.000 2000 2.000 7.500

222750 233.250 233.250 233.250 1.013.500
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Revisi

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta target
berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal
PDASRH Tahun 2020-2024 sesual dengan Surat
Keputusan Direktur Jenderal PDASRH Nomor
SK.12/PDASRH/SET/REN.0/3/2022 tanggal 8 Maret 2022

Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan
penggunaan kawasan hutan

KK D €@ € €3 €2 &

Luas lahan 15434 14566 15000 15000  15.000 75.000
reklamasi dan

rehabilitasi DAS
akibat kegiatan

penggunaan
kawasan hutan

Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif

KK D € € & e D

Luasrehabilitasi  12.973 197027 230000 230000 230.000 1.000.000
hutan dan lahan

secara vegetatif

Luasan rehabilitasi = = 1500 3.000 3.000 7.500

hutan dan lahan di
IKN dan DAS
sekitarnya

Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove

KK D @ € €0 €0 &

Luas ekosistem 18709 12350 1250 1250 1250 23.709
mangrove yang
direhabilitasi

D € € € €2 &

Jumlah 147.116 212.843 247.750 249.250 249.250 1.106.209
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B Realisasi RHL Vegetatif

Belum Sesuai Target

Realisasi RHL Di Dalam
Kawasan (Reboisasi) Dan Di
Luar Kawasan (Penghijauan)

969850

719.966 hektar
15.988,0 =- SeTreE—— 90,4]%

2020 2021 2022 2023 dari target
~+-RHL APEN KLHK  -#-RHL Non APENKLHK  —wTotal setelah revisi

770.000

Capaian realisasi luas RHL
berdasarkan target IKK

173.884 hektar

20,31%
dari target
setelah revisi

IKK1: Luas lahan reklamasi dan
rehabilitasi DAS akibat
kegiatan penggunaan
kawasan hutan

IKK 2: Luas rehabilitasi hutan
dan lahan secara vegetatif

IKK3: Luasan rehabilitasi hutan
dan lahan di IKN dan DAS

60,000 57.739 sekitarnya

. 4500 21.829 IKK 4 Luas ekosistern mangrove

4500 1564 gy 4345 yang direhabilitasi
KK IKK 2 IKK 3 IKK 4
» Target 2021-2023 Realsas 2021-2023
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Luas realisasi RHL yang diklaim berupa
luas RHL yang merupakan output hasil
penanaman PO (luas bruto)

Luas RHL tersebut belum berdasarkan:
* hasil penilaian kegiatan pemeliharaan (P1/P2) atau hasil
monitoring evaluasi RHL;
» data pengurangan realisasi luas RHL akibat kejadian/gangguan
kebakaran, perusakan, bencana alam, dan lain-lain.

Belum didukung Capaian realisasi
database (pemantauan) penanaman RHL KBR
RHL pasca serah terima dan KBD belum dapat

50% satker diyakini kesesuaiannya
belum

‘ 83% satker
E",d,j‘i‘i”.% belum dapat
database diyakini
Eﬁp)c'in'_\iaLntaua kesesualanlatas
RHL realisasi
?:r?;‘?a)erah penanaman
RHL KBR dan

KBD

I —~

n=6UPT W o

1) BPDAS Agam Kuantan, 2) BPDAS Way Seputii WaykS8kampung, 3) BPDAS Solo, 4)
BPDAS Pemali Jratun. 51 BPDAS Dodokan Movosari. dan 6) BPDAS Karama
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Kualitas Pertumbuhan
Tanaman Sangat Bervariasi

Pertumbuhan (tinggi) tanaman bervariasi
a cukup signifikan, selisih tinggi tanaman yang
sejenis dalam satu petak ukur berbeda jauh

. Tinggi Tanaman per Individu (m)
Tanaman | (Batang) 1 2 3 4 | s 6 | 7 8 2 10

1 | Duwet 1 03
0410 |125]07 | 1D | 16 |10 |225]| 14 |19
2 |Kepuh 14
09513 | 05|16
3 |Nangka 8 10 |085] 10 |095] 16 (165|32 | 1S
Randu 9 1,7 |og7| 58 | 12 |255| 44 |32 ] 22 |135
5 |Trembesi 7 0B85 02|10 |06 |06 |40 |08S

No h,.;:a . Jumlah Tinggi Tanaman per Individu (m}
(Batang) 1|12 |3 |4&4|5|6 |7 |8
4 6|7 |86 |4 |3)| 6|4« |8
1 Ampupu 24 5 5 5] 6 6 7 4 6 7 7
S |23 2 | S
2 Nangka S 1 2 3 |12 3
3 Alpukat 2 2 12
Cemara 3 2 2 3
e e Nl DUHI®. Lo ate Nt i e St W e Nl i 0D (Ml ke
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PELAKSANAAN
GEOTAGGING

TR 62% :

o Tim kerja
62 A) satker belum geotag‘g(mg belum
secara Ienngqp melakukan )
membentuk tim '&le%asnya sesuai

kerja geotagging oman
tingkat satuan kerja 38%

(mengumpulkan dan
mendokumentasikan
data geotag, melakukan
pengolahan dan analisis
data foto geotag, dan
melakukan rekapitulasi
data geotag)

S
38%

satker belum
menyusun laporan
hasil pelaksanaan

geotagging

62%

n =13 UPT

1) BPDAS Krueng 2
BPDAS S

51



25% satker

memiliki foto

geotag yang
duplikasi

50% satker

memiliki titik geotag
yang berada diluar
buffer

;

75%

50%

™

P 13%

o ! satker hasil
100% Aplikasi VisiPics foto geotag
belum dapat mendeteksi tidak terbaca

titik koordinat-
nya (meta data
hilang)

kesamaan koordinat dan
belum secara akurat mendeteksi
kesamaan objek foto
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TimePhoto_20231217_142452 jpg  TimePhoto_20231217_143139.jp
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. 75% <
75 /O satker belum 100%
melaksanakan

geotagging

25%
satker memiliki lokasi
penanaman RHL PO
tahun 2023 tumpang
tindih dengan areal
PPTPKH seluas 23,34
hektar
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HASIL EVALUASI
INDIKATOR

al
Qe
KEBERHASILAN 4‘
4
' 4

LINGKUNGAN




PENILAIAN i

HASIL RHL Usia tanaman Kondisi tajuk
RHL tanaman
” 20‘5'20‘9 berusia 5s.d.10 telah memberikan
I tahun kontribusi penutupan

lahan sebesar5sd. 10
meter persegi atau

-y 0,5% s.d. 1% dari luas

setiap petak ukur (PU)

PENILAIAN
HASIL RHL Usia tanaman Kondisi tajuk

RHL tanaman
2020-2024- berusia kurang e
_f dari3 (tiga) tahun kontribusinya terhadap

penutupan lahan



Data Peningkatan/Penurunan Tutupan

Hutan dan Lahan di Lokasi RHL
Berdasarkan Klasifikasi Hutan dan Non Hutan

Kelas Tuplah

o ey Yy Kelas Tuplah Tahun

2022 (Ha) Peningkatan/Penuruhan (Ha)

Penanaman (Ha)

2015 19.617,05 412169 1542379 302634 1646678 -103535 -558% 104299 S532%

2016 2197968 362163 IBIE548 262454 1007198 997,08 -454% 906,50 412%
2017 3110531 063312 2138449 979095 2129236 426 -0,14% 9213 -030%
2018 3092313 670955 2402952 734577 23.470,74 636,22 2,06% -558,79 -181%
2019 21337426 4892658 16398516 5570476 15722987 677318 318% 675519 -317%
2020  10.61269 146720 965280 139332 970816 -74,08 -0,70% 5535 052%
2021 477458 1035603 3891794 1088476 3838918 52873 1% -52876  -111%

Jumlah | 375.326,70| 85.035,79 291.559,19 90.770,24 285.629,17 5.734, 1,53% -5.930,02 -1,58%

= % Hutan =% Non Hutan

57



Data Peningkatan/Penurunan Tutupan

Hutan dan Lahan di Lokasi RHL
Berdasarkan Klasifikasi Hutan Tanaman dan
Pertanian Lahan Kering Campur

Tutupan Lahan

Luas Sebelum S
Tahun L. Klasifikasi Tuplah Penanaman SN Sellsh | Persentase
{SHP) P Penanaman {Ha) (%)
(Ha)
(Ha)

2015 19.617.05 Hutan Tanaman 77421 426,26 -347.96 -177%
Pertanian Lahan Kering Campur £.07093 6360,89 28996 1,48%
Hutan T 23227 -539,99 -2,46%

016 21g9796g utan Tanaman ree
Pertanian Lahan Kering Campur 807410 7mz27 -362,83 -165%
2017 310531 Hutan Tanaman , 6.42087 6.393 47 -27.40 -0,00%
Pertanian Lahan Kering Campur 614554 61879 -2674 -0,09%
2018 092312 Hutan Tanaman ; 3.396,05 310337 -29268 -095%
Pertanian Lahan Kering Campur 9.09706 8.70791 -38324 -124%
0010 21337426 Hutan Tanaman , 2467458 2715154 247696 116%
Pertanian Lahan Kering Campur 88224,40 8752482 -699,58 -033%
2020 10.612,69 Hutan Tanaman A 0,00 6795 €795 0,64%
Pertanian Lahan Kering Campur 204704 275701 709,97 669%
202 4771458 Hutan Tenaman . 603637 627307 236,70 0,50%
Pertanian Lahan Kering Campur 2253123 21658 44 -872,80 -183%

Hutan Tanaman | 4207434 | 4364791 | 157358 |
Pertanian Lahan Kering D 142.184,39 | 14083913 | -1.345.27

Dumlah| 375326,70 |

-2/46%

wHutan Tanaman = Pertanian Lahan Kering Campur
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Data Perubahan Tutupan Hutan dan

Lahan di Lokasi RHL
Berdasarkan Sampling Evaluasi pada BPDAS

Tahun
2017

e
.—m_

BPDAS Agam Kuantan ¥
BPDAS Asahan Barumun

BPDAS Batanghan

BPDAS Krueng Aceh

BPDAS Way Seputih Way Sekampung
BPDAS Unda Anyar

BPDAS Pemali Jratun

BPDAS Solo

BPDAS Dodokan Moyosan

10 BPDAS Kahayan

11 BPDAS Barite

12 BPDAS Mahakam Berau

13 BPDAS Waehapu Batu Merah

14 BPDAS Sampara

15 BPDAS Bone Bolango 7
16 BPDAS Tondano - L
17 BPDAS Karama

O @O I NN -
CECE DI D D
€« >
P EED DI D

NI
D S I

Penurunan ( ) )
tuplah terjadi secara
konsisten di 2
satker BPDAS

2 satker
BPDAS tidak
ada data (-)

-)(-(--)-)-)-«-

2019 | 2020/2021

*

P > D

C D e €D €D
DD € CCECEEIIIID

6 satker BPDAS
terjadi peningkatan/
penurun tuplah tidak

konsisten
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Data Tutupan Tajuk Tanaman

RHL Tahun 2020/2021
Berdasarkan Sampling Uji Petik
Pengukuran

Vegetatif KBR/KBD

Sampel | Rata-rata Luas Sampel | Rata-rata
pU (m?) Persentase | ~ ol (m?)

Luas Persentase

1 BPDAS Agam Kuantan 4 152 0,04% 2 2,61 0,13%
2 BPDAS WSWs - - - - - -
3 BPDAS Krueng Aceh 2 05 0,03% 3 417 014%
4 BPDAS Asahan i . .
Barumun
5 BPDAS Batanghari 4 0,99 0,02% - - -
& BPDAS Pemali Jratun - - - - - -
7 BPDAS Solo “ 34n 0,85% 2 84579 42.29%
8 BPDAS Unda Anyar 4 104,45 2,61% 2 505,76 2529%
3 BPDAS Dodokan : ) A ) ) A
Moyosari
10 BPDAS Waehapu Batu : B R
Merzah
N BPDAS Tondano 4 02 0,01% 2 02 0,01%
12 BPDAS Sampara - - - -
13 BPDAS Bone Bolango - 2272 5,68% 2 9195 4 60%
14 BPDAS Karama 4 1652 0,41% 1 4,55 0,46%
15 BPDAS Kshayan @ 1622 0,41% 2 2951 1,48%
R 4 052 0,01% 2 385 0)19%
17 BPDAS Barito 4 3839 0,96% 3 16,87 0356%
Jumlah 42 440,52 21 1505,25

* Hasil pengukuran tzjuk tanaman di lapangan




ANALISIS
KEKRITISAN LAHAN

&

Tidak Kritis Kritis

“ I Tahun Luas Peta
Hasil Overlay RHL (Ha)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

RHL Tahun
2015-2021 2015 19.53067 668356 183247 1284712 10.09857
dengan 2016 2197968 861287 904180 1314966 542866
Lahan Kritis 2017 3143145 434695 116693 27.08450 2254782
Terdapat
perubahan 2018 18.857 25 18.85725 926775
kriteria 2019 210.549,47 21054947 4824682

enetapan

ahan krrtls pada 2020 7.995,64 799564 3.990,06
tahun 2018 s/d 2021 4173763 L7363 47225
2021, sehingga
variable analisis Jumlah 352.081,80 19.643,38 12.041,20 332.221,27 111.051,93
kekritisan lahan
ikut berubah

w

2015 2016 2017 2018

mSebelum « Sesudah
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Data Perubahan Lahan Kritis
Lokasi RHL Tahun 2015 s.d. 2021 ’ * ’ *

Untuk tahun 2015-2021
KBR/

BPDAS Agarm Kuantan

BPDAS Way Seputih Way Sekampung
BPDAS Krueng Aceh

BPDAS Asahan Barumun = -
BPDAS Batanghari

BPDAS Pemali Jratun
BPDAS Solo

BPDAS Unda Anyar

BPDAS Dodckan Moyosari
BPDAS Waehapu Batu Merah
BPDAS Tondano

BPDAS Sampara

AS Bone Bolango

PDAS Karama

BPDAS Kahayan

BPDAS Mahakam Berau
BPDAS Barito

*

€ D €

T D VWO N WP AN =
«

CEEEIIDI €I € € € €

RHL Vegetatif KBR/KBD
« Peningkatan (1) « Peningkatan (1)
-~ lahan Kkritis terjadi lahan kritis terjadi
N pada 5 satker pada 4 satker
BPDAS BPDAS
« Penurunan () « Penurunan ()
lahan Kritis terjadi lahan kritis terjadi
pada 1 satker pada 3 satker
BPDAS BPDAS
¢ lsatker BPDAS ¢ 10 satker BPDAS
tidak terdapat tidak terdapat

data (-) data (-)




Monitoring Evaluasi Kinerja DAS ‘
dan Impact Assessment Belum
Mendukung Peran RHL Terhadap
Penurunan Kekritisan Lahan

4 =\

Monitoring evaluasi
kinerja DAS dan
impact assessment
belum menghasilkan
data yang lengkap
untuk dianalisis dan
digunakan dalam
pelaksanaan
kegiatan RHL

I

NS N
Database Monitoring Data monitoring laju Data hasil impact
Evaluasi Kinerja DAS erosi pada Lokasi RHL assessment hanya
belum lengkap, hanya tahun 2020 s.d. 2022 tersedia tahun 2019 sd.
tersedia pada 24 BPDAS hanya tersedia pada 2022 pada 12 BPDAS
(33 DAS dari 108 DAS 10 BPDAS dan belum seluruhnya
Prioritas). tersedia lengkap
Hasil pelaksanaan tahun secara berseri
2021 sd. 2023 sebagian
besar hanya berupa

data awal (base line)
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HASIL EVALUASI
INDIKATOR

SOSIAL EKONOMI 14‘
MASYARAKAT ‘
'




»

KELEMBAGAAN
PELAKSANAAN RHL

Kelembagaan

Di tingkat pusat belum
tersedia database, analisis,
dan NSPK terkait
kelembagaan pelaksanaan

RHL

Tingkat daerah Parl:|5|paSI

* Pra kondisi pelaksanaan RHL e Partisipasi
belum optimal masyarakat

» Peran Pendamping tidak pelaksana
optimal kegiatan RHL

* Penguatan kelembagaan belum
terkait RHL belum dilakukan sepenuhnya
secara intensif optimal

» Pemahaman kelompok terkait « Tingkat partisipasi
kegiatan RHL dan ) masyarakat
kelembagaannya masih terhadap kegiatan
kurang merata RHL masih rendah

\ : x
W, ‘ Woea P
N ORI Gl L
p : ) .L»‘-. Lli\ .\:\- ey

Ly D —' .
Q\ e “ s i -

N i A R RN
. ‘ . s ¢ . ,‘\_l \!L \ ) ‘-_‘- !

3y N
~ . (PRl . o b '
K.q s L b S V=0 g & z/ /
= Y i o & ) |
k\ ‘.‘._
n=1UPT -
1) BPDAS Krueng Aceh, 2) BPDAS Agam Kuantan, 3) BPDAS Batanghari, 4) BPDAS Solo, 5) BPDAS
Inda Anyar, 6) BPDAS Dodokan Moyosari, 7) BPDAS Barito, 8) BPDAS Karama, 9) BPDAS Bone
Bolango, 10) BPDAS Tondano, dan ) BPDAS Waehapu Batu Merat N

65



DAMPAK
EKONOMI RHL

Manfaat/nilai
ekonomi
masyarakat dari
kegiatan RHL
belum merata di
seluruh kelompok
masyarakat

RHL belum optimal
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
pelaksanaan

Parameter yang diambil
baru sebatas HOK yang
diterima, dan belum ada
tambahan penghasilan
tanaman

n =14 UPT f
1) BPDAS Krueng Aceh, 2) BPDAS Asahan Barumun, 3) L‘r).f\f.}"-.gar’r‘u Kuantan, 4) BPDAS Batanghari,
5) BPDAS Solo, 6) BPDAS Pemali Jratun, 7) BPDAS Unda Anyar, 8) BPDAS Kahayan, 9) BPDAS
Mzahakam Berau, 10) BPDAS Barito, 11) BPDAS Bone Bolango, 12) BPDAS Tondano, 13) BPDAS
Samparan, dan 14) BPDAS Waehapu Batu Merah
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BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Pada Tahun 2024 capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Inspektorat
Wilayah Il seluruhnya telah tercapai sesuai dengan target Tahun 2024, antara
lain :

1. Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.137.666.305,00 atau sebesar

99,83% dari total anggaran Rp4.144.894.000,00.

2. Realisasi capaian IKK Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024 adalah sbb :

a. IKK “Persentasi Unit Kerja yang Nilai MRI nya 3,3” terealisasi sebesar
100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100% dari taget yang
ditentukan. Terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (100%) dari
total Satker sebanyak 72 Satker.

b. IKK “Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5"
terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar
100% dari taget yang ditentukan. Terdapat 72 Satker dengan Nilai lebih
dari 3,5 (100%) dari total Satker sebanyak 72 Satker.

c. IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas
APIP ltjen” terealisasi sebesar 3,67 poin (104,86%) dari target 3,5 poin.
Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun
2024 sesuai laporan nomor PE0903/LHP-156/D102/2/2024 tanggal 17
Oktober 2024.

3. Pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai
kinerja fisik output yang telah ditentukan dimana capaian kinerja
Inspektorat Wilayah Il sebesar 101,62% dengan penggunaan anggaran
sebesar Rp4.137.666.305,00 atau sebesar 99,83%.

B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Tidak ada hambatan yang membatasi Inspektorat Wilayah Il dalam mencapai
target yang telah ditetapkan.
Alokasi anggaran dibuat sebagai pembatas, namun dimitigasi dengan

pelaksanaan kegiatan secara online.
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C. Langkah Tindak Lanjut

Langkah-langkah dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan

kinerja Inspektorat Wilayah |l adalah sebagai berikut:

—

Peningkatan Kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan komptensi SDM serta membangun awareness pada
masing-masing pegawai dilingkungan Inspektorat Jenderal;

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan
lingkup Inspektorat Jenderal;

4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal
lingkup Kementerian LHK;

5. Meningkatkan peran consulting dalam mengawal kegiatan prioritas

nasional.
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LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah Il Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeriniahan yang efekiif, iransparan, dan akuniavei
serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JOKO YUNIANTO, S.Hut., M.Si., QIA, IIAP.
Jabatan  INSPEKTUR WILAYAH Il

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA , CEIO.
Jabatan ¢ INSPEK | UR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian Ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan
melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut
merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung Jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan 5anKsi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

-

W

IF. LAKSMI WUAY , MCP., CGLAE, QIA, LE10. JUKO YUNIANTO, 5.Hut., M.51., QIA, LIAP,
NIP. 19690205 199503 2 001 NIP. 19790627 200501 1 009
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT WILAYAH II
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Kegiatan
[ @) l G , ) )
1 | Pengawasan yang | Meningkatnya  kualitas | Persentase unit kerja yang 100%
Profesional Guna | penerapan manajemen | nilai MRInya 3,3
Menjamin Mutu | risiko pada tingkat satuan
| Kineria  Kementerian | kerja B
| LHK Meningkatnya kualitas Persentase unit kerja yang 100%
‘ pengendalian intern (first | nilai maturitas SPIPnya 3,5
lines of defense) pada |
; tingkat satuan kerja E B
‘ Meningkatnya | Nilai Praxtik Profesional, | 3,5 Poin |
profesionalitas dan Peran dan Layanan pada i
kualitas layanan Kapabilitas APIP Itjen ‘
pengawasan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)
" Klasifikasi Rincian Output | Rincian Output
(KRO) | (RO) » Target RO Anggaran
"Layanan Manajemen Kinerja | Layanan Audit Internal | 66 Laporan | Rp  3.030.632.000;-
| Internal Layanan Manajemen | 12 laporan |Rp  921.576.000,- |
Risiko ‘
Layanan Pengendalian | 14 Laporan |Rp  1.052.686.000,-
) Intenal B
‘ Jumiah B § | Rp 5.004.834.000,- |
Jakarta, 21 Desember 2023
IUR JENDERAL INSPEK TUR WILAYAH 11

Ir. LAKSML WIJAYAN P., CGLAE, QIA, CEIO.
NIP. 19690205 199503 2 001

JOKU YUNIAN IO, S.HUL.,, M.S1., QIA, 1LIAP.

NIP. 19790627 200501 1 009
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